
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala
Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko
dalam rangka peningkatan kualitas penerapErn
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, diperlukan
pedoman pengelolaan risiko di tingkungan
Pemerintah Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan
perkembangan Manajemen Risiko sehingga perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubtk Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di
Provinsi Kalimantan Timur (kmbaran Negara
Repubtk Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 20,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4182);

Mengingat

Menimbang



)-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengenda-lian Intern Pemerintah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 127,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326 lKlLBl2OOg tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang
Pedoman Pelaksanaan Control Self Assesment untuk
Penilaian Risiko;

8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31
Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012
Nomor 31)

9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
Pada Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit keda
yang bertanggungiawab melaksanakan pengelolaan risiko.

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah.

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian
tqiuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

10. Pemitik Risiko adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan
wewenang untuk mengelola Risiko.

11. Pengelola Risiko adalah orang yang memiliki tanggungiawab dalam
melakukan Manajemen Risiko pada masing masing bagran struktur
organisasi untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

12. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur
untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi
mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

13. Penilaian Risiko adalah proses menyeluruh dari identiftkasi Risiko,
analisis evaluasi Risiko.

14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya
dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Evaluasi Risiko adalah tindakan menentukan Risiko yang perlu
mendapatkan perlakuan kebih lanjut, atau diikutsertakan dalam
proses Perlakuan Risiko dengan cara membandingkan hasil dari



aktivitas analisis Risiko dengan kriteria Risiko (dalam hal ini adalah
selera Risiko organisasi) yang telah ditetapkan.

17. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

18. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh
Perangkat Daerah.

19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norrna yang telah
ditetapkan.

20. Perlakuan Risiko adalah proses untuk memodilikasi Risiko dengan
tujuan menurunkan eksposur Risiko.

21. Komunikasi adalah proses terus menerus serta berulang, yang
dilakukan oleh organisasi untuk menyediakan, membagi atau
memperoleh informasi, dan untuk tertbat dalam dialog dengan para
pemangku kepentingan mengenai pengelolaan Risiko.

22. Pemantauan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan
pemastian yang masuk akal bahwa Risiko dikelola secara memadai,
untuk mengidentifikasikan kekurangan dalam Manajemen Risiko, dan
untuk mengidentifikasikan kesempatan untuk mengembangkan
pengelolaan Risiko.

23. Pelaporan adalah bagian integral dari tata kelola organisasi dalam
meningkatkan mutu dialog dengan pemangku kepentingan dan
mendukung Manajemen puncak dan dewan pengawas dalam
memenuhi tanggung jawab mereka.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencana€rn satuan kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat
renca.na pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang
memuat rencara pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan r€rncangan anggarErn pendapatan
dan belanja daerah.

27. Ke4a Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut
KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan
Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan
peksddrcepatan pemenuhan pelayanan publik.

-4-
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28. Keqa Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut
KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan
Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2

(l) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penerapan manajemen risiko atas tduan strategis pemerintahan
daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan operasional
Perangkat Daerah pada tingkatan program, kegiatan dan sub
kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah bagi Perangkat Daerah
untuk melakukan pengelolaan Risiko.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk
mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP PENGELOI,AAN RISIKO

Pasal 3

Manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan
risiko yang:

a. taat terhadap peraturan perundang-undangan;

b. berorientasi jangka panjang; dan

c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan risiko,

(2) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan atas tqiuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis
Perangkat Daerah, tujuan pada tingkatan kegiatan dan kerja sama
Daerah.

(3) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan

c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
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(4) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang menrpakan bagan tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

(1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi
Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh
tingkatan organisasi di setiap satuan keg'a;

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan
keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berupa:

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagtan Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(l) Pembentukan struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan Risiko;

c. Bupati dan kepala Perangkat Daerah/unit ke{a sebagai UPR;

d. Komite pengelolaan risiko;

e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
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Paragraf 1

Penanggungjawab Pengelolaan Risiko

Pasal 7

(l) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang
menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(2) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
perenca.naan, penelitian dan pengembangan.

(3) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko
pada Pemerintah Daerah.

(4) Bupati menetapkan pedoman penilaian risiko Pemerintah Daerah untuk
mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

Paragraf 2

Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan
risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
organisasi dan tata laksana.

Paragraf 3

UPR

Pasal 9

(1) Pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR bertanggung jawab melakukan
pengelolaan risiko di lingkup ke{anya.

(2) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana
dimaksud-pada ayat (l) terdiri atas:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR tingkat Eselon II; dan

c. UPR tingkat Eselon III.

Pasal 10

(1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat l2l huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan

. penelitian dan pengembangan.



(2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas:

a. menJrusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah
Daerah;

c. melakukan identilikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan Analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21

huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah;

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas:

a. menJrusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada
Perangkat Daerah masing-masing;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit
eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;

d. melakukan kegiatan pencrnganan dan pemantauan risiko hasil
identifrkasi dan Analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) UPR tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21

huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian/Staf/fungsional yang
menangani perencanaan.

(2) UPR tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identilikasi dan analisis risiko; dan
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c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati,

Paragraf 4

Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 13

(l) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah,
Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Kepala Daerah sebagai ketua;

b. Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap
Ernggota;

c. Kepala OPD sebagai anggota.

(3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan

c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Inspektur Daerah.

(4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Unit Kepatuhan

Pasal 14

(l) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan.

(2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:

a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berada di bawah
koordinasinya

b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

d. memantau tindak lanjut hasil Reviu dan Evaluasi pengelolaan risiko;
dan
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e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah.

(3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat dibantu oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf 6

Penanggung Jawab Pengawasan

Pasal 15

(l) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(3) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pengawasan
dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.

(4) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada
Pemerintah Daerah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah; dan

c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

(5) Inspektur Daerah di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibantu oleh Inspektur Pembantu.

Bagran Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 16

(l) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

huruf c meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
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(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mempunyai periode
penerap€rn selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menjadi bagan yang terpadu dengan proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan
dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 17

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk
menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam
mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identilikasi kelemahan lingkungan pengendalian pada tingkat
Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara mengidentilikasi
kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan
pengendalian intern.

Paragral 2

Penilaiaa Risiko

Pasal 18

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) huruf
b, dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat
pencapaian tduan instansi pemerintah Daerah dan merumuskan
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil
risiko.

(2) Penilaian risiko dilalrukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah;

d. kerja sama daerah.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses
penrusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan
dengan proses penJrusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera
setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan
dengan proses penJrusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah
diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
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Pasal 19

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a
terdiri dari :

a. tahap Konteks/penetapan tujuan; dan

b. tahap penetapan kriteria risiko.

Pasal 20

(l) Tahap penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf a dilakukan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan
kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan
yaitu;

a. konteks strategis Pemerintah Daerah,

b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan

c. konteks operasional (kegiatan).

d. konteks kerja sama

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam dokumen RPJMD.

(a) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah Daerah
ditetapkan berdasarkan tu.iuan strategis Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan
tujuan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA/DPA-
Perangkat Daerah.

(6) Tujuan kerja sama daerah 5elagaimana tercantum dalam kerangka
acuan kerja berkaitan dengan KSDD dan/atau KSDPK.

Pasal 21

(1) Tahap penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal f9 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang
s€rma mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko.

(6) Penilaian risiko atas kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf d dilaksanakan sebelum Pemerintah Daerah
melaksanakan perjanjian kerja sama berupa KSDD dan/ atau KSDPK.

(7) Proses penilaian risiko meliputi:

a. Penetapan Konteks/tujuan;

b. identikasi risiko; dan

c. analisis Risiko;
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(2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
meliputi:

a. skala dampak risiko;

b. skala kemungkinan risiko; dan

c. skala tingkat risiko.

Pasal 22

(1) Identifftasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7)

huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis
Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian
tduan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak
risiko; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 23

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf c,
dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya
dilakukan penErnganan Risiko lebih lanjut serta prioritas
penanganannya.

(2) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan:

a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan
Evaluasi Risiko; dan

b. melakukan Evaluasi Risiko secara berkala, paling sedikit dilakukan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

(3) Hasil Analisis risiko berupa respon risiko atau perlakuan risiko terdiri
dari beberapa pilihan, yaitu:

a. Menghindari Risiko (Avoid)

b. Mengubah/ Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate)

c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/ Dampak Risiko (Mitigate)

d. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko

e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

(4) Hasil Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (21berisi urutan
prioritas Risiko dan Daftar Risiko yang akan ditangani.
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(5) Hasil evalusasi risiko sebagtmana dimaksud pada ayat (4) dapat
membawa pada keputusan untuk:

a. tidak melakukan apa pun lebih lanjut;

b. mempertimbangkan opsi Perlakuan Risiko;

c. melakukan analisis lanjutan untuk memahami Risiko dengan lebih
baik;

d. memelihara pengendalian yang ada; dan

e. mempertimbangkan kembali sasaran

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 24

(l) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi
kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat
berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Patagraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 25

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi
internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan
risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi
dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 26

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) huruf e
dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala
Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), sesuai dengan ruang lingkup
dan kewenangannya.
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(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh
Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan
risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
lainnya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasa727

(l) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah
Daerah men5rusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;

c. laporan berkala kegiatan pembinaan risiko oleh Komite Pengelolaan
Risiko; dan

d. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan.

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;

b. penilaian risiko strategis Perangkat Daerah; dan

c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan.

(5) Laporan pelaksanaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a berupa dokumen penilaian risiko dan dokumen rencana
tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan secara pertriwulan disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b:

a. untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat
Pemerintah Daerah;

b. untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
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(8) Laporan berkala kegiatan pembinaan oleh Komite Pengelolaan Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara tahunan,
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.

(9) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara tahunan, disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2023 tentartg Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor
5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PtrNAJAM PASER I.]TARATAHI.]N 2025 NOMOR46.

KABUPATEN ,M PASER UTARA
n Hukum,

Ttd

a la Bag

1flP. 19730117 200604 1 008

Satinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT DAERAH

Pitono, S.H.,M.H.
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KAEIUPATEN PENAJAM PASER UTARA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya dalam Pasal 2 ayat
(1) yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang
efelrtif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan
Lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraEln kegiatan pemerintahan.

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penl.usunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujua,
Pemerintah Daerah; dan

2. mengidentilikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.

T. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah dilakukan atas

tu.juan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat
Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen
RPJMD. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah

dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh

KepalaPerangkatDaerahselakuUPRdibawahkoordinasiKepala
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah'
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2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra
Perangkat Daerah.

3. Pengelolaan risiko kegiatan Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko kegiatan Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen
perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti:

a. Dokumen Perjanjian Kinerja;

b. Renja Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko strategis dan risiko kegiatan tingkat Perangkat
Daerah dilakukan masing- masi n g pimpinan Perangkat Daerah
bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat
Eselon II dan UPR Tingkat Eselon IIL

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi,
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan
memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko
terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala
Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Tingkat Risiko
(Nilai Risiko), dan Penetapan Selera Risiko.

1. Skala Dampak Risiko

Negatif,
tersebar
luas di
banyak
media

Pelanggar
an serius,
terkena
sanksi
pidana

Kegiatan
terhenti,
tujuan
tidak
tercapai

5 Kerugian
sangat
besar

Sangat
Besar

Pelanggar
an
serius,
sanksi
tertulis

Negatif,
tersebar di
beberapa
media
nasional/lok
al

Kegiatan
sangat
terhambat,
tidak
efektif

Kerugian
besar

4Besar

Pelanggara
n biasa,
sanksi
tertuts

Kegiatan
terhambat,
kurang
efelrtif

Kerugian
cukup
besar

3Sedang

Kategori
Dampak

Skor Operasional Dampak Risiko
Keuangan Kineqja Reputasi Hukurn

Negatif,
tersebar di
beberapa
media lokal
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2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kecil , Kerugian
kecil,
kurang
material

Kegiatan
terhambat,
kurang
efrsien

Negatif,
terdapat
pemberitaa
n

Pelanggara
n biasa,
sanksi
teguran

Sangat
Kecil

1 Kerugian
tidak
material

Hambatan
kegiatan
tertangani,
tduan
tercapai

Ada
pemberitaan
negatif,
nalnun
tidak
material

Pelanggar
an biasa,
tidak
ada
sanksi

Hampir Pasti
Teq'adi

5 Sangat sering,
hampir pasti
terjadi
(probabilitas >

80%)

Dapat terjadi > 10 kali
dalam 1 Tahun

Sering Te{adi 4 Sering terjadi
(probabilitas >
6Oo/o

s.d. 8O%)

Dapatterjadi>7s.d.
10 dalam l Tahun

Dapat terjadi > 5 s.d. 7
dalam l Tahun

Kadang terjadi J Kemungkinan
te{adi
(probabilitas
> 4Oo/o s.d. 6O%)
Kemungkinan
te{adi, meskipun
kecil
(probabilitas
> 2OYo s.d. 4O%)

Dapat teg'adi > 2 s.d. 5
dalam 1 Tahun

Jarang
Terjadi

2

Dapatterjadi<2dalam
1 Tahun

1 Sangat jarang
te{adi
(probabilitas
< 2Oo/ol

Salgat
Jarang
Terjadi

Kategori
Probabilitas

Skor Operasional Probabilitas Risiko
Ke.iadian Tunggal Kejadian Berulang



Matriks Analisis
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3. Skala Nilai Risiko

Tingkat Risiko

Tingkat Rigiko Besaraa RisiLo Warna

Sangat Tinggi (5) 20-25
Tinggi (a) 16-19
Sedang (3) 12-15 Kuning

Rendah (2) 6 - 11 Hijau

Sangat Rendah (1) 1-5 Biru

18 23 25

I

16 19 24

t7 22

21

20

1. Penetapan Selera Risiko

1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi
Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat
kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat
diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat
diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;

b) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus
ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya:

c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan
b) digambarkan sebagai berikut:

Merah

Oranye



III. WAKTU, TAHAPAN DAN
PENGELOLAAN RISIKO
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Januari -
Mei Tahun
20xx- l

Pcnyusunan
RKPD dan
Reqia Perangkat
Daerah

Arahan dan
kebijakan penilaian
risiko tahunan

Komite
Pengelolaan
Risiko

Dokumen Arahan
dan kebijakan
penilaian risiko
Tahunan

4. Agustus-
September
20)o(- I

Penyusunan
RKA Perangkat
Daerah
(Penetapan
renqula
sasaran &
pagu anggaran
per kegiatan)

- Kepala
Perangkat
Daerah

- Unit Pemilik
Risiko Tingkat
8s 3,4
Perangkat Daerah

Daftar risiko
dan RTP
Operasional
Perangkat
Daerah

5 Oklober
Tahun
20)o(- I

Penyusuran
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Perda APBD

Pengkomunik
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Penyusuna
ru au
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KSOP
Pengomunika
si an
penrbahan
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Penyusunan
Rancangan DPA
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Juni-Juli
Tahun 2OXX

Penyusrman
KUA PPAS
(Penetapan
sasaran makro
d8n pagu
anggaran Pemda)

Reviu dan
pemutakhiran
Risiko
Srategis
Pemda.

Catatan:

Risiko
stategis
Pemda akan
diriviu dan
dimutakhirka n
setiap
tahun

- UPR Pemda
(Kepala
Daerah dan
Kepala
Pemngkat
Daemh

- Sekda
selaku
Koordinator

Daftar Risiko
dan RTP
Strategis Pemda
yarrg
dilnutakhirkan

Agustus-
S€ptember
20)o(

Penyusunan
RKA Perangkar
Daerah
(Penetapan
rencana sasaran
& pagu anggaran
per kegiatan)

Reviu dan
pemutakhiran
Risiko
SFaregis
(Entitas)
Perangkat
Daerah Catatan:
Risiko strategis
(entit8s)
Perangkat
Daerah akan
diriviu dan
dimutakhirkan
setiap tahrm

- Kepala Daerah

- Sekda
selaku
Koordindor

- Unit Pemilik
Risiko Tingkat
Es. 2 (Kepala
Perangkat
Daenh/SKPD
dan
Kabag/Kabid
Perangkat
Daerah)

Daftar Risiko
dan RTP
Strategis
(Entitas)
Perangkat
Daerah

8 Januari -
Fetrflrari
Tahun
20)o(+ I

Pelaporan
Keuangan

Pelaporan
Pengelolaan fusiko
Tahun 20)O(

- Kepala Daerah

- Kepala Perangkat
Daersh

- UPR Tingkat
Pemda" Tingkat
Eselon 2,
Tingkat Eseton
l dzn 4

- Unit Kepatuhan
Sekda
sel,aku
koordinator

Laporan
Pengelolaan
Risiko Tahun
20)o(

9 Februari -
Maret
Tahun
20)o(+ I

Reviu APIP Evaluasi
p€ngelolsan
risiko oleh
APIP

D lnspelitorat
(A?IP Daerah)

Laporan
Evaluasi
Pengelolaan
Risiko

Penilaian
Maturitas
SPIP

- Kepala Daerah

- Kepala Perangkat
Daerah

- Inspektorat
(APIP)Da€rah

Laporan
Penilaian
Maturitas SPIP
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IV. PENGELOLAAN zuSIKO PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER

UTARA

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara adalah sebagai berikut:
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Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten

I.lill tfytr a6ro
n tutc

tlll
tortr
r6m

lr t$rl

t,ilt xuu
r6!0

lr tsrl
rna 5!t!.a :srt. srrc S'r0I. SrD !d

Struktur pengelolaan risiko terdiri atas :

1. Penanggungjawab;

2. Koordinator penyelenggaraan;

3. Unit pemilik risiko;

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda

5. Unit kepatuhan; dan

6. Penanggungiawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen
dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara dengan tahapan sebagai berikut:

Ptr'aric6(M wAl;;;]I;ffi

. rooroli^roa?tulBl,r(rrxl
,flGtro.l r610

5.!.lr

S',O.t

EEEEilE@

ET H
vrt Oa\rtd

r
l]i.l rr

5dc

F€nllalan Rlsillo

Penetapan Tujuan

KeSiatan Pengendalian (3)

ldentikasi Risiko

Analisis Risiko

Evaluasr Risiko

c
t!:)
c
Eoa-

<t

GI

=c,
Eo
c
ao€
lu
E
o
c
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci
sebagai berikut:
1. Penetapan T\rjuan

a. Menetapkan tujuan dan pemilihan tujuan urusan
wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko

b. Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan :

1) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan
kemungkinan risiko

2) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima

Contoh format Penetapan I\rjuan dapat dilihat pada
Form 2.a, 2.b, dan 2,c

2. Identifftasi Risiko

Contoh format Identifikasi Risiko dapat dilihat pada Form
3.a, 3.b, 3.c., dan 3.d

3. Analisis Risiko

a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
Contoh format Hasil Analisis Risiko dapat dilihat pada
Form 4.

b. Memvalidasi risiko dengan menJ rsun risiko prioritas;
Contoh format Daftar Risiko Prioritas dapat dilihat pada
Form 5.

c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;

Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang
Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada Form 6.

d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :

1) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian;

2) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalamrangka mengatasi risiko;

3) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

4) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas
RTP; dan

5) Menyusun rancang€rn monitoring dan evaluasi risiko
dan RTP.

Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang
Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan
Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Form 7

4. Evaluasi Risiko

Pelaksanaan Evaluasi Risiko meliputi kegiatan:

a. Tidak melakukan apa pun lebih lanju[
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b. Mempertimbangkan opsi perlakuan risiko;

c. Melakukan analisis lanjutan untuk memahami risiko
dengan lebih baik;

d. Memelihara pengendalian yang ada;

e. Mempertimbangkan kembali sasaran

5. Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penJrusunan
ataupenyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai
tindak lanjut dari RTP;

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

6. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun kepada
pihak-pihak terkait antara lain dalam bentuk:

a. Surat Edaran dari pimpinan kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan.

b. Kebijakan diupload dalam situs resmi pemerintah daerah
yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang
berkepentingan.

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan
misalnya dengan undangan, notulen/laporan
pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh :

a. Unit pemilik risiko pemerintah daerah untuk
pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis
pemerintah daerah.

b. Unit pemilik risiko tingkat Eselon II untuk
pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis
Perangkat Daerah dan risiko operasional Perangkat
Daerah.

Contoh form Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian
Kegiatan Pengendalian yang Dibangun dapat dilihat pada
Form 8.

7. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan secara be{enjang
mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian
dan Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko
Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada

Unit Kepatuhan yang bertanggungiawab memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan,
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yang meliputi:

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian dengan
tujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah
dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
Contoh format Rencana dan Realisasi Pemantauan atas
Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan dapat
dilihat pada Form 9.

b. Pemantauan kejadian risiko dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat ketedadian risiko dan efektivitas
pengendalian yang telah dilaksanakan.

Contoh format pencatatan kejadian risiko dan
pelaksanaan RTP dapat dilihat pada Form 10.

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,
Pemerintah Daerah perlu menJrusun laporan terkait dengan
pengelolaan risiko berupa:

l. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Contoh la.poran Pelaksanaan Penilaian Risiko dapat dilihat pada
Form 1 1.

2. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko.
Contoh l,aporan Tahunan Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada
Form 12.

3. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit
kepatuhan intemal.

Contoh Laporan Tahunan Pemantauan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah oleh Unit Kepatuhan Risiko dapat dilihat pada
Form 13.

4. Pelaporan berkala Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite
Pengelolaan Risiko.

Contoh Laporan Tahunan Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite
Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada Form 14.
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Form 1 .a

COITTOH
REI(APITT'LASI HAAIL KT'ESIONER PENILAIAIT LINGKUNGAN

PEIIGENDALIAN IITTERIT CONTROL EITVIROITMEIYT EVALUATIOAN
lcEEl

NAMA PEMDA (Pemprov/ Pemkot/Pemkabl

JAIrABA!' REAFOITDEII (R)

u

SIUPI'LAJY
KI,OATO!gtR

CEE
N
o

PERTAITTAA'T{ / IrUESIOI'ER

c DB
PElaEOrrI(AIr, IIaTE,GRITAS DA.lf !|ILAI ETIKA MEUADAI

3 3 3 2
Memadai

2 4Pegawai mendapatkan peaan integritas & nilai
etika secera rutin dari pimpinan instanai

a keteladanan, san moral dll(Mi
3 3 3 3 3 3

Memadai
3Pemda telah memiliki aturan perilaku

(misalrlya kode etik, pakta irttegritas, dan
aturan perilaku pegawai) yang telah
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai

3 3
Memadai

2 4 3Telah terdapat fungsi khusua di dalarn
instansi yang meleyani pengaduan
masyarakat atas pelanggaran aturan
perilaku / kode etik

Memadai3 4 2 3 3 2Pelanggaran aturan perilaku/kode ctik telah
Di uti

ntrEMAI'AITERIIADAP
3 Memadai3 4 2 3 2Standai kompetensi setiap pegawai/posiEi

jabatan telah
Ditentukalt

3 Memadai4 3 3 3Pegawai yang koEpeten telalt aecara tepat
mengisi posisi/jabatan

MeInadai3 2 3 3 3 3Pemda telah memiliki dan menerapkatl
strategi peningkatan kompetensi pegawai

Memadai
3 2 3 33 3Terdapat pelatihan terkait pengelolaan

risiko, baik pelatihan khuaua maupun
elatihan terinte si secara berkala

KEPEMIMPINAI' YANG I3O!'DUSIF KI'RAIIG
llf,EMAI'AI

2
Kurang

Memadai

3 32Pimpinan telah menetapkan kebijakan
pengelolaan risiko yang memberikan

elasan aiah pengelolaan risikokej

Memadai4 3 33 3 32 Pimpinan mene.apkan pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pclakaanaan tugaa dan

bilan
3

Memadai

3 3 22 3 3Pimpinan membangun komunikasi yang
baik dengan anggota organiaasi untuk
berani mengungkapkan risiko darr aecara
terbuka menerima/menggali pelaporan
risiko masalah

3 Memadai3 3 33 4 34 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai
untuk m eningkatkan kinerja

3 33 4 33 35 te sstraS anasarenm eta kan stmPi an pp1n
ras dselyan

Memadai3 33 43 36 Rencana/ sasaran strategis pemda tela
dijabarkar ke
dalarn sasaiarl PERANGKAT DAERAH dan

oanl PERANGKAT DAERAH

h

erasltin t

E
E!I
I
II
EII
a
3
T
EI

Tahun Penilaian:

KI R4 l<L,

3

3

3

2

2

3

viai dan misi Pemda
Memadai

3
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7 2 2 3 3 2 Kurarrg
Memadai

8 Pimpinan berperan serta dan
rrten gikutsertakan pejabat
Dan

2 3 3 2 3 3 Mernadai

D PEUBEITTUI<A.IT S'TRT'XTUR ORCAT(IAAAI YANG} 8E€II'AI DE!'GAN I<EBI,TI'HAN
MEMT.DAI

I Setiap Uruaan telatr dilaksanakan oleh
PERANGKAT DAERAH darl unit keia
yanE tepat

3 3 4 3 Mernadai

2 Masing-masing pihak dalam organisaai telah
memperoleh kejelasan dan memahami peran
dan tanggung jawab masing-masing dalam
pengelolaan risiko

2 3 3 4 3 3
Mernadai

3 Pegawai yang bertugaa di PERANGKAT
DAERAH merupakan pegawai tetapdan
bukan pegawai yang belsifat adlroc
(aementaia)

2 3 4 4 3 3
Memadai

N
o

PERTAITYAAI{ / III'ESIOICER JAWABAII REAPONDEIT (R)
SI}IPUL,'I!{

I<UOSIONER
CEE

KI R2 R3 R4 l<5 Rt' Mod
ua

e B c D
4 Adanya transpaiansi dan ketepatan waktu

pelaporen pelaksanaari peralr dan tanggung
jawab masing-masing dalam penselolaan risiko

3 4 3 3 4 3 3
Memadai

E PENDELE,GASIA!' ITEWENANG DAIC TANGGI,!'G JAWA.B YAITG TEPAT lllEMAI'AI
I Kriteria pendelegasian v/ewenang telah

ditcntukan dengan Tepat
3 4 3 4 3 2 3 Mer!adai

2 Pendelegasian weweltang dan tanggung
jawab dilakaanalan aecala tepat

3 4 4 3 3 3 Memadai

3 Kewenangan direviu secara periodik 3 3 3 3 2 3 Memadai
F PEN'TUSUI'A!' DAIT PEIIERAPAI' I<EBIJAIT.AN YAICG ATIIA,T

TTIITAIIIG PEMBINA.A.II AUMBER DAYA MAIII'AIA
I<I'RAI|IG
MEMAI'AI

I Pernda telah memiliki Kebijakan dan proaedur
pengelolaan sDM yatta lengkap (sejak
rekrutmen sampai
dengan pemberhentian pegawai)

2 3 2 3 3 3 3
Memadai

2 RekruitEen, retenei, tnutasi, maupuo
proEoai pemilitran SDM telah dilakukan
denga.n baik

2 3 2 3 3 2 3 Memadai

3 Insentif pegawai telah aesuai dcngan tanggung
jawab dan Kinerja

3 4 3 I 4 3 3 Memadai

4 PelDda telah mengintetnaliaaai budaya sadar
risiko

3 2 2 3 2 Kurang
Memadai

5 Adanya pemberian reu@rd dan fatau
punislve at ata6 pengelolaan risiko (Misalnya
mempertimbangkan pertantgungiawaban
pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)

2 3 2 2 3 2

Kuiarrg
Mernadai

6

telah dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan

3 2 2 3 3 2 Ku16.rrg
Memadai

7 lnatanai telah lDengalokaaikart angSara.n
yang mellradai untuk Pengembangan
SDM

2 1 3 2 2 Kura.rrg
Memadai

G PERqII'.'I'DAIT PERAIT APAR^T PEIIGAS'AI'AI| INTERI{ PEUTRIITTAII YANG EFEI<TIF
!trEIiIADAI

I Inspektorat Daerah melakukan reyiu atas
efisiensi/
efcktivitas pelaksanaan setiaP
urusan ro Secan'a riodik

3 3 3 3
Mel!adai

2 Inapekorat Daerah melakukan reviu
atas kepatuhan hukudl dan aturan
lainnya

3 3 3 3 Memadai

3 Inspektorat Daerah memberikan layanan
fasilitaai penerapan peogelolaan risiko dan
peny SPIP

2 2 3 3 3 3 3 Memadai

4 APIP telah m elaksanakan pcngawaean
berbaEis risiko.

3 3 3 3 3 Memadai

Rencana strategis daJr rencana ketja pemda
telah menyajikan informasi men8enai riaiko

3 4 3

4

4

2Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan

3

4 3

3

Fl"

--r



5

Il
I

Temuan dan aaran/rekorrrendaai pengawasan
APIP telah Ditindaklanjuti

Hubungan keda yang baik dengan
in stansi / organisasi lain yeng memiliki
keterkaitan oper'aaional telah terbangun

3

3

3

BTT

3

3

3

3

PE!

3

3

3

3

IIYT

3

3

3

Memadai

Mernadai

2 Hubungan kerja yang baik dengan inetanai
yang terkait
atas fungai pengawasa!/peemriksaan
(inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun

3 3 3 4 3 3 3
Mernadai
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Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden Ket Jawaban:
r : Tidak Setuju / Elelurrr ada/ belurn dibangun
z : Kurang Setrrju/Telah dibangun / diterapkan, akan tetapi belrrrn korrsisten
r : Setuju/Srrdah dibangun atau diterapkan denga.rr baik, tapi rnasih bisa

ditingkatkan
4 : Sangat Setujrr/Sudah dibangun atau diterapkal dengan baik dan dapat

ditularkan ke organisasi lain
Kolom d diisi dengan airnpulan hasil penilaian linakungan pengendalian tiap
pertanyaan dan kesirnpulan tiap sub rrrrsur lingkungan pengendalian Misal:
Kesirr'pulan tiap pertanyaan :
"Mernadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan
"Kurang Memadai" apabila modus jawabart responden adalah I atarr 2
kesirnpulan sub unsur lingkungan pengendalian;
"MelDadai", apabila selurutt sinprrlan tiap pertanyaan pada sub unsur
tersebut telatr "rrler:oadai, dan "kurang tneroadai" apabila terdapat sirnpulan
pertanyaan pada sub unsur tersebut yanS "Kurang Memadai"
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Form l.b

COIII1OH CEE
BERDASARNAN DOKUMEI{ KOIIDIsI KEREITTANAN

LINGKT'ITGAN PINGEI{DALIAI{
IIITERN DI PEUERINTAH DAERAII XYZ

*) Klasifrkasi permasalahan ruenggunakan srrb urrsur Lingkungan
Pengendalian dalarn PP 60 Tahun 2OOa. Keterangan :

Kolom a diisi dengan nornor urut
Kolom b diisi dengan surnber data
Kolom c diisi dengal uraian kelemahan jika berdasarkan data yarg
ada merupakan keleulahan, atam Kolom d diisi dengan klasifrkasi
keleInahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

: Pernerintah Kabupaten XYZ
| 2Ol8

IY
o

I'ITEDOI
drte

utillgn
Kelemahaa

ilreaatlEaat

a B () d
1 Media rnassa - Banyak terjadl perrcopotan/ rrlutasl

pejabat daera} karena
tersarrgkut kasus hukurn

Penegakalr integritas dan
nilai etika

Komitrnen terhadap
kompetensi

-Pcgawai belurn ditempatkalr sesuai
dengan kornpetensi dan
Pengalrmrn

2 LHP BPK No.
)o(x
tanggalE
tenta-rrg Hasil
Pemeriksaan
BPK atas
Efektifltas
Pengelolaan
Su,mber Daya
Kesehatarr JKN

-Pelnerintal. Kabupaten XYZ belum
memiliki strategi da.larn pemenul.an dan
pendistribusian SDM kesehatan di
Puskesnas

PenJrusunan dan penerapa-rr
kebiajakan yang sehat
tentang
pernbinaarr SDM

-Kualifrkasi dalr kompetensi Dokter serta
tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten
XYZ Eetum memenuhi kebutuhan' akan
kompetensi yang sehaiusnya dimiliki

Komitmen terhadap
kompetensi

-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ belum memperhatikan
tingkat kebutuhan dalarn pemberian
pelayanan Kesehatan

Penlrusunan dan penerapan
kebiajakn yang sehat
tentang pelnbinaan SDM

SK Inspektur No.
X)l,( tanggal xxx
tentang PKPT
Irlspektorat

Inspektorat Daerah belurn melakukan
audit kinerja atas penyelenggaraan
urusan kesehatan dalarn tingkat
strategis

Peran APIP yang efekif

4
LHP BPK No.
X.:o(
tanggal xs
tentang Hasil
Perreriksaan atas
Kincda
Penyelenggaraan
JKN

-Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten
XYZ belurn optirl1al dan terdapat regrrlasi
Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak
be4'alan sebagaimana mestinya yaitrr
keterrtuan rDengenai praktek
Dokter

Kepemimpinan yang
kondusif

Narna Pernda
Tahun Penilaian



Form 1.c
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CONTOH
SIMPULAN SUR1IEY PERSEPST ATAS LINGKUNGAN

PENGENDALIAN INTERIY PEMERINTAII DAERAII XYZ

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 20 18
No Sub

ungur
Siiqpula.rl Penjelasan

Hasi.l Uraian Hasil Uraia.fl
a b d f h

1 Penegakan
integritas
dan nilai

etika

Kurang
Memadai

Banyak terjadi
pencopotan/mutasi
pejabat daerah
k6rena
teraa.ngkut kasus
hukurll

Memadai Kurarrg
Memadai

Banyak teiadi
pencopotan/mutasi
pejabat daerah
kgrena
tersangkut kasus
hukurn

2 Komitmen
terhadap
kompetensi

Kurang
Memadai

Pcgawai belum
ditempatkan sesuai
dengan kompetenai
dan pengala$an

Kualifrkasi dan
kompetensi Dol.ter
aerta tenaga
kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ
belum memenuhi
kebutuhan akan
pemberian
pelayanan
kesehatan
di Era JKN

MemaOar Kurang
Memadai

Pegawai belum
ditelnpatkan
6esuai dengan
koopetenai dan
pengalaman
Xualifikasi dan
kompetensi Dokter
6€rta tenaga
kesehata.n di RSUD
Kabupaten XYZ
beluE Eetaenuhi
kebutuhart akan
pernberian
pelayanan
keaehata.rl
di Era JKN

Kepemimpi
n
afl yang
kondusif

Kurang

Memadai

Pe pa

i Kabupaten XYZ
elum optimal dan

apaa regulasi
S

esehatan
abupaten

tidak berjalan
a

aitu ketentuan
engenai pral<tek

Doker Puskesmas
elum sepenuhnya
enyediakan seluruh
butuhan farmasi

ntuk mendukung
arl

tan
secaia ,remadai

Pimpinan
bclum
menetapka
n
kebijakan
pengelolaa
n ri8iko
yang
memberika
n
kejelas€n
arah
pengelolaa
n risiko
. Rcncana
atr:ategia
dan
rencana
kelj a
pemda
belum
menyajika
n
informaai
!lengearai
risiko

Kura'rg

Memadai

Pimpinan
belum
menetapkan
kebijaka.rt
pengelolaan
risiko yang
memberikan
kejela8ao aiah
pengelolaan
risiko
Rencana strategis
da'I rertcana kerja
pemda beluE
menyajikan
informaai
mengenai iisiko
Pelayanan pasien
BPJS di
Kabupaten xYZ
belum optimal
dan teidapat
regulasi Dinae
Keaehatar!
Kabupaten XYZ
tidak bed alart
sebagair!ana
mestinya yaitu
ketentuan
trerrgenai
prahek Doker

Struktur
organisa
si scauai
kebutuhart

Memadar Memadan

Hasil Reviu Dokumen

J Kurang

Memadai
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5 Pendelegas
ian
wewenanS
darr
tar!ggurrg
jawab
yang
Tepat

Memadai Memadai

6 Penyusuna
n
dan
Penerapa.rr
Kebijakarr
yartg
Sehat
tenta!g
Pembinaan

SDM

Kurang

Memadai

Pemerintah
Kabupaten
xYz belum memiliki
strategi dalam
pemenuhan dan
pen distribu sian
SDM
kesehatan di
Puskesmas
Pernenutran
tenaga kesehatair di
RSUD Kabupaterl
tYz
belum
memperhatikan
tingkat kebutuha.n
dalam pemberian
pelayanan
kesehatan

Kurang

Mernadai

- Pemda
belum
menginternali
sasi budaya
sadar risiko
- Belum

terdapat
pemberian

rewatld
da'r/atau

punishment

ataa
pengelolaan
risiko

(Misalnya
mempertimba
n
gkarr
perta,!ggungia

abarr
perrgelolaart

risiko dalem
penilaian
kineda)

lonerJa.
lpegawar
belum
dipertimbangk
a n dalam
perhitunga'r
penghasilan
- artggaran
pengembalr
g an SDM
belum
Eemadai

Kurang

Memadai

- Pemda belum

menginternalisasi
budaya sadai risiko
- Belum terdapat
pemberian reward

da.rr/atau
punishment atas

pengelolaan risiko
(Misa.lnya

mernpertimbangkan

pertanggunEiawabar:r
pengelolaan risiko
dalam penilaian

kinerja)
- Evaluasi kinerja

pegawai belum
dipertimbangkan

dalaE perhitungan
penghasilan

- anggaran
pengelnbangan
SDM belum
memadai
Pernerintah
Kabupaten XYZ
belum memiliki
strategi dalam
pemenuhan dan
pendistribusia'r
SDM kesehatan di
Puskesmas
Pemenuhan tenaga
kesehatan di RSUD
Kabupaten XYZ
belum
memperhatikan
tingkat kebutuhan
dalam pemberian
pelayanan
kesehatan

7 Perwuj udan
peran APIP
yang

Kuran g
Memadai

Inspehorat
Daerah belum
melakukan audit
kinerja atas
Penyelenggaraan
urusarr
kesehatai dalam
tingkat
Strategis

Memadal Kurang
Memadai

Inspektorat Daerah
belum melakukart
audit kineija atas
penyelenggafaal1
urusan kesehatan
dalam tingkat
strategis

a Hubunga
n Kerja
yang Baik
dergan
Instansi
Pemerinta
h
Terkait

Mernadai Memaclan
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Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengal sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan sirnpulan penilaian awa.l CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal
CEE berdasarkan dokumen Kolorn e diisi dengan
simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraian simpul€rn sesuai hasil survei persepsi
Kolom g diisi dengan sirnpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei
persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi
bertentangan, maka lakukan pendalarnan atau lakukan professional
judgement untuk rnenyimpulkannya
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan



Form 2.a
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COITTiOH
PENETA,PA,IT KOI{TEKS RISIKO TRA?DGIS PEUI'A

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Peoilaian 2018
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Ta}rulr 2Ol9-2O23

Sumber Data : RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

vtst : Kota Bengkulu yaag Bahagia dar! Religius, APBD untuk Rakyat

Misi Strategis RPJMD

l.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2.Mewujudkan Percepatan Pembangunan tnfrastruktur Perkotaan
3.Xctq,udt r f..!r.r.t t C.rd.., 8oh.t, d.! B.nLhraL MuIl.
4.Mcmbangkitkan Ekonomi Kreatif dan lklim Usaha yang Kondusif

PcaGtrp.a LoatoLt ULt RLtLo
Str.totL Poad.

3. Mewujudkan Masyaiakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia

Tujuan Strategis RPJMD

Tujuan I .1 Meningkatnya kualitae tata kelola
pemerintahan Tujuan 1.2 Menin gkatnya kohesivitas
maayarakat
Tujuan 2. I Menin gkatnya kualitas transportasi
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayaktrunian
T\rjuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi
T\rjuan 2.4 Menurunnya risiko bencana
Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan
3.1 Meningkatnya akaes dan kualitas pendidikan
Tqrnr! 3.2 Icnh8l.tury. dcr{rt Lc.Gh.tr! Errrrrrl.t
Tujuan 3.3 Meatingkatnya kesejahteraan 6osia.l
Tujuan 3.4 Meningkatnya pqrtisipaai perempuan dalam
pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhart
ekonomi
Ttrjuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Pe.ctrp.! I(ontclt Tqru.n RLllo
Str.tcgt PGEdr Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyaiakat

Sasarart RPJMD

Saaaian 3.2.1 Meningkatoya keselar[atan ibu anak
Sraarr! 3.2.2 Uctilralatlti. Lu.!ltr. L.Gb.ta! rlrayrnfat
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat
Saaarao 3.2.4 Meningkatnya prestaai Olahraga di Kabupaten xYz
Saaaran
3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunansasan'an
3.2.6 Menintkatnya kesehatan reproduksi

Pariatalrart Ko[tola Sraarr! Rlrlto
str.tG8L PGEd. Saaaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

IKU Sasaian RPJMD
U.l. II.r.t 8D Hldlp ed.Lh dltoltuta! Jualah kenati.n bayl,
llt .!flr Louethn bayl bct t, E.h u.h lrgta h.raPe! tettdrh

P.ti6t lr.n Loltcl. II<IrRLlto
Str.te3L PcEdr

Usia Ha.rapan Hidup adalah ditentukan jurnlah kematia! bayi, jika
angka kematian bayi besar, maka usia angka harapafl rendah.

Prioritao pembangunandan program
unggulan

Ftotno F.nhtrrt n Xc..h,E..tr! tb! f,att.hlrt E da[ Aral
Program Peningkatan Pelayanan Keeehatan Anak Balita Program
Pencegahan datr Penanggulangan Penyakit Menular Prograrn
Standariaasi Pelayanan Kesehatan
Program Proraoai Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
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Urrl'aE PeEorhtahr!
Iraerah

Urusan Wajib Pelayanan Dasal Bidang KesehateJr

Nama Dinas Terkait

Drnas Keserratan

xsu lJ [aoupaten xYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perliadungan Anak, Pengendalian
Penduduk darr Kelua-rga Berencsna (DP3AP2KB)

Dinas Pekeijaan Umum darr Perumahan Ralryat

Tujuan, Sasaran, IKU dan
Frogram yang akandilaku karr
penilaian risiko

Tujuan 3.2 Meniagkatnya deiajat keaehatar! masyarakat
Sasatan 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesetlatan
masysral<st
IKU Sasarart Usia Harapar! Hidup adalah ditetentuken jumlah
kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka
harapan rcndah
Prograrn Peningkata.(l Keselarnatan Ibu Melahirka-n dan Anak

Drt
Kabupaten XYZ, ...September 2018

Bupati XYZ
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COITTOH
PEI{EtAPAI| KONTEKS RISIKO STRATEC}IS

PERAITGI(AT DATRAH

Narna Pernda : Pemerkrtah Kabupaten XYZ Provinsi ABC
Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun 2Ol9-2O23
Urusar Pernerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehata!
Sumber Data Rancangan Awal Rerrstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ
Tujuan Strategis Meningkatkan derqjat kesehatar masyarakat

Sasaran
Strategis

l.xentngt trF Kc.cLtnataa lbu, B.yl, AlaL da,r Rcprodut l
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatal
3. Meningkatnya Kua]itas Pelayartart Dasar dan Rujukan.

II(t' 2023
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per IOO.OOO
Kelahiran
Hidup

57

Kematian Per lOO l.l 3,2
Angka Kematian Ba.lita (AKaBa) Per 1OOO Kelahiran
Hidup

3,6

Cakupan Pertolongan Persalina.n oleh Tenaga
Kesetratan yang
memiliki Kompetensi Kebidanan

loo

Cakupan Pelayarran Kesehatan Bayi Beluln
ada

Belum
ada

IKU Gizi Belurn
ada

IKU Kesetratan Reproduksi Belum
ada

Prograrn tarr tan t me an
Tqruar gtratcglr :
ucnhgtathan dcrq,at Lc!€hat.n marJraratit

Saaa,ran gtratcgt!:
ucnhglatEys KG.Glatnatar lbu, Bayl, AaaL dea Rcprodukll

IKU gtrategl!:
- Ar.gLa Kematlan lbu Uehhlrkan Per lOO.oOo Kelehlran Hldup
- AngLa KeEstleE B8yt (AXBI Per IOOO Kchhlraa Hldup"

PrograB:
ProSrrE Pcalag,.etan l(c3claEatan lbu fclshlrLrn dan AnaL
Dlt

Kabupaterr )<YZ, September 20 18
Kepala Dinas Kesehatan

Form 2.b

IKU Rerrstra
PERANGKAT
DAERAH

IKU Lansia

Tujuan,
Sasaran, IKU
dan Prograrlf,
yang akarr
dilaf<ukarr
penilaian risiko
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CONI1OH
PEI|Ef,APAIT RISIKO XBGIATAIT PERAITGKAT DATRAII

Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten XYZ, hovinsi ABCTahun Peoilaiart 2018 Periode
yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintahan: IJruaan Wajib Pelayanan Da6sr Bidang
Keaehatan oPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Sumher Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2ol9
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat keaehatan masyarakat

Program Dinas
Kesehatan (Renja
20t9)dan Kegiatan
Utarna

1. Program Upaya Kesehatan Masya-rakat
2. Progran Perbaikan Gizi Masyaiakat
3.Protram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan l,ansia
S.kograE PcallStrtlE K...LE.t a lbu ro.Lhlrl.! d.lt .!.L

Keluaran/Hasil Kegiatan

1, JaJninan Persalinan (DAK NoN FISIK) 7.455 ibu
harnil

2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang
peserta

3. Soaialisaei pendampingan ibu hamil rcaiko tinggi dalam
penggunaan Buku KIA dan Paaca aalin dengan
pelayanan der'6h
pada acldor ek3terna.l

50 orang
peserta

Pelatihan MartaScmen Terpadu Pelayartan Keaehatan Peduli
4. Remaja

20 orang
peserta

Pelatihan penjaringa! untuk sekolah lanjutan 1 Kl
5

2O orang
peserta

Progam, Kegiatan, dan
Keluaran/Hasil
Kegietan yang akan
dilakukan penilaian
risiko

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
AnakKegiatan Jeminan Persalinan (DAK NoN FISIK)
Keluaian/ Ha6il Kcgiatan;
'1. Terbayarkanya Ja.Eina.tt
2. Terlaksanya Kegiatan

Kabupaten XYZ, September 2018
Kepala Dinas Kesetratan
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corfloH
XERTAS KER.'A IDEITTItrINASI RISIKO STRATEGIS

PEUERffTAII DATRAII

Nama Pemda : Pemeiintah Kabupaten XYZ, Provinsi AEIC
Nama PERANGKAT DAERAH : Dinas
Kesehatan Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilai: Periode RPJMD ffhun 2019-2023)
Urusan Pemerintahan : Uruaan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatsn

KodG
T{u.n/
sata'ln

Atrt gLl RISILo
clvc Urera-E Pltak yang

T6rk€!r

a d o f I L
T\rjuan
Stiategis
Pemda 1i
Meningkatkan
derajat
kesehatan
Masyarakat

lnternal C l.Arlgla
kejadian
Penyakit
Tidak
Menula!
(I,rM)
tinggi

2.Angka
kejadiar
Penyakit
Menular
tinggi

3. Angka
sfuntirtg
tinggi

asyarakat
RANGKAT

DAERAH

pqla
era}r

kait

PenerapaJ]
Perilaku
Hidup
Bereih
Sehat
(PHBS)
rendalr

RSP. 1

9.O1.02.O1
Kepala
Daerah

BeluE
tersedianya
Sanitasi Total
Berbaeis
Masyalakat
(STBM) fridak
ter:trrasuk
prioritas
arggarar)

Sasaian 3.2.2
Menintkatnya
kualita8
kesehatan
masyalakat

Kepala
Daera
h
Masya
rakat
PERAN
GKAT
DAER
AH
Terkait

AK tinggi
AKB tinggi
Akaba
Peningkat
an kasus
Bizi buruk
Kasus HIV
meningkat
Kasus TB
meningkat
Angka
kejadian
Penyakit
fidak
Menular'
(PrM) dnssi
Angka
kejadiarr
Penyakit
Menular
tinggr
Angka
stunting
Tinggi

Internal Cl. Sarana
prasafana
belum
memadai
(Puskesmas
PONED tidak
tersedia,)

2.Jumlah
tenaga
kesehatan
belum
memadai
(Tenaga
laboratonurn,
dol.ter,
tenaga
kesehatan)

Kepala
Daerah

RSP.1
9.O1.O2.O2

Pelayanan
keaehatan
belum
memenuhi
SPM
Bidang
Kesehatan

UBia
Harapan
Hidup

Xttredr
Rl3lto A€bab I)anoel

Ur.lqB P€ltolllt U..L! SuEb€a

b c { h I



Progralar
Peniogkata't
KeselaJaatan
Ibu
Melahilkat!
dan Anak

Kurs-ngnya
ibu hamil
betgid
rendah
yatrg tidak
diperiksa
olet!
posYandu

RSP. 1

9.O1.O2.O3
Kepsle
Kepata
Daeiah

Kurangnya
jumlah
posyandu
untuk ibu
harnil

lnternal c Bayi lahi!
di bawah
berat
nortnal

Masya-rakat

Ibu
hamil
melahirk
an tidak
di
fasilitas
kesehata
n

RSP.I
9.O1.O2
.04

Kepl
a
Daer
ah

Kurantnya
akaeabilitas
terhadap
fasilitas
keaehatan
yang sudah
ada

lnter
nal

c Meningk
afr ya
kematian
ibu dan
bayi saat
melahirk
an

Masyarakat

tffiryffiffi8EEEE-III -filirr-I ilIIIIII
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K€tfma@:
Kolom a dihi dea8a! Dooor lmn
Kolom b diisi deoa tujurtr sttacgb urus& wrjib sebagai rrria tercatrtum dalam RPJMD/Rcortra Kolom c diisi detr8Er

idifdor kfuc'j! tujua strrtcgig
Kolom d diisi dcnS.aD uraie Fristiwa y!trg trrcn pak8 risfto Kolom e ditui d.a8m Kode rilil(o
Kolo6 f diisi dcnSan Pemilik ri.iko, pihsvurit ymA b€rtatrA8rna jaq'ab/ Hcpctrtitrae untuk maaclola risiko
Kolom 8 diisi deng& pclryebab timbulsya risilo. Unnik mempcroudah id.ntifikrsi s€bab risiko, scbab risiko bisa dikatc8orikn kc

dalam :

Mon, Mo,vy, M.rhod, Mt chi,c , dn M,dEial
Kolom h diisi dcngao sumbcr risito (efr.rolridEmrD
Kotom i dibi de{ge C, jika unn kdj! mepu rmtuk mengcod.lilm peoyebab rfuilo, dsu UC jit8 utrit kerjs ridrk mampu

meracndalikatr rililo
Kolom j diisi d.aBatr uEirtr akibar yang ditimbulke jifa risiko bcnr-b.alr t.'j!di. Ufi* mcmpdmudrh idctrlifilasi dampak

ri.ilo, dsmpll riefto bhs ditrtcgoriks! Le dda: Kcuea&, Kircrj!, Repuaeri de Hukufil
Kotom k diisi dcngrn pihsv trit yma mcd€rit/terkq8 d&Ipat jita ri3fto bentr-b€nE tdjadi

Uroha Plh.L Ftra
Torlarra

a



Tingk t
tusiko

Tahun
Petakranaan

Penilaian
Risiko

Jenis
Risiko

Entira-s/PER
ANGKAT
DAERAH

y8rg Menilai

Nomor urut
di

ENtiIAYPER
ANCKAT
DAERAH

Kode

RSP l9 0l 0l 0l RSP.t9.Ol.Ot.0l
RS() l9 02 05 0l RSO.19.O2.05.01
ROO I9 03 25 0t ROO.19.03.25.01

-41-

Form 3.b

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat fusiko, terdiri dari 3 huruf sebagai bgikut
RSP Strategis Pemda
RSO Strategis PERANGKAT DAERAH
ROO Ope.asional PERANGKAT DAERAH

Jenis fusiko menggambarkan uusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut
0l Pendidiksn 2l Persandian

Oz Kes€h8tan 22 Kebudayaan
03 PU datr Tata Ru.ng 23 Perpustakaan
04 Perumahan dan Karasan Perinukiman 24 Kearsipan
05 Ketentr"aman, Ketertiban Umum, d.n Perlindungan 25 Kelaukn dan perikanan

Masyarakat 26 Peiwisats
06 Sosial 27 Pertanian
07 Tenaga Kerja 28 Kehutanat/Pertebunan
08 PemHaysaD Petlopuan & PelindungEn Aoak 29 Energi dan sumber daya mineral
09 Pangan 30 Pedagang8n
l0 Pertanahan 31 Periodustrian
II LingkunganHidup 32 Tran-smigrasi
12 Admidstrssi kependuduksn dan pencatalan sipil 33 Pen)rusunan Kebijskan dan Koordinasi

Administratif
13 Pemberdayaan masysrakat darl desa 34 Administrasi Kes€lsetariatan DPRD
14 Psngendalia[ penduduk dan kelusrga brtnc.na 35 Pembinaan dan Pengawasan

15 Perhubungan 36 Perencanaan pembanguan, litbang
16 Komrmikssi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan

l7 KL.IKM 3E K€pegawai8n din Pengernbangan SDM
l8 PenanamaoModsl 39 Bencana
19 Kepemudaan dan olah rag. '() Politik
20 Statistik 99 LainnYa

Entitss y6ng menilai terdiri dad 2 angka sebagai berikut:
0l Pemda lE Dinas Perhubungan

A Sekrctariat Daerah 19 Dinas Komunikasi d8n lnformatika
03 Seketariat DPRD 20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha

Kecil Menengah
04 Inspektorat Da€rah 2l Dinas P€n8n8man Modal dan Pelayanan

Perizinan Tsrpadu Satu
Pitrtu
Dinas Pariwisat
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Dinas Perindustrian

Dinas Perpustakaan dan kearsiPan
Dinas Pertanian
Dinas Perikanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengetolaafl keuangan, Pendapatatr

ao Aset DaerBh
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Dseiah
Kautor Kesatuan Bangsa dan Polilik
RSTJD

Lainnya

22

24

25

26
21
ZE

29

05

06
o7
08

09
l0
11

t2

Dinas Pendidikan
Dinas Keseharan
Dinas Pekerjssn Umum dan P€rutaan Ruatrg

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawssan
Permukiman
Satuan Potisi Psmorg Praja
Dinas Sosial
Dinas Ketenagakerj aan

Di[as P€mberdeyaan Perempuan dan

Pe indungan An8k Dinas
Ketahanan Pangan

Dinas Lingkrmgan HiduP
Dilas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Psngendalian Penduduk dan Keluarga
Bereflcatra

l3

t4
15

l6
t7

30
3l
32
13

99
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CoNToH KERTAS KER.IA IDENTIFIKASI RISIKO STRATE(;IS PERAN(;KAT DAERAH

In 0.{r8rr .tn tt i.d. CJUC

b II o h

I Tufu ar ia.rrErlUxt d.rq.t
k.,!.lu0rn Eyr..trr
s.r..tn Strl6gi. OPDI
ir.ningrahya Kff.LlrEbn tbu,
Iryi, An€r dan Racrdlrst

c lbu hlnd !dd( m.llg bhrl
plo..d!. p.lay.'lan d.o RSUD

Piegirn !a lalIl.n r...h.t r

(Prt-ri.o td.i dX.h.don p.d.
L.t6, lq*rlgflr 5u tlrril lid*

RSO.r902
.02.01

Xurano[yo Sdialrar xo$hata.
x.i..li!.r.. lhia! pro9r6.n linl..
8d(d (P6y.ndr. RT/RW. Lurtl'.
l(!crrl.lr.. Om bi€i0 r..tddt

a l(€Plx..n rl..YenLt

tusri.t (bn.lil(urnli.
RSUD

K@tt 5 polsyanan APN ljdar
rau.n SPM K6oh.t n

RSO. 19 02
02.02

KompaLnd bn6gn rrddlt
b.{,lg APN (trar.., dobr)

(Ir{rngsololK urBS. noo mlc

RSUO
- Abl F ldurlg AXC li&t

r R!g€.r drr.Ll p..d*ulo Al{C

c Ku.lltt 6 (lla ai.hinla

K.9t .!.n rr.)/!r.rd

S€iIl. pondrlung AtlC tur..'g RSO.r902
.02.03

RSUO
Mulsri tonaS. ro..habn t€ds0h R50.19.02

02.0a
UC Kua0n6 dan .hkfiidd

r!.F,.t.n ,rry8 .r.l

Kaa.L.i.bn IrJ tLLtrit'l dm

c
l3s.hatan tid.r orln'.|

r.]Jlang.ya luinlah Ln4a
la..ll6rfi ya.tg p.ot .bn€l

RSO r002
.02.0t

Xl/.ao!n . kurnlilr. SOM di
polra.rilt ud* nst .rgr,

c
ks.€hrlan lidat odirhd

Ku..oooy8 k0diL. Lnoga
l(r,6.ll.litn yang proi.lirul

RSO.19.02
.02.8

Kopab OPO X!r8r'o'ly. ku.lil6 SOi, d
pirlt.lln r unl* md.rtari

c MarTtdny. bi!di..r lbu
d6n b.y, 3.al m.lal!fien

?. AngU K.r.ni.. 8r.yi (AxA)
Por 1000 K.bhir.. Hldup

ArEi. rGmd.n e.Ila

P..sahn obn Tonagt
Xsihat . F.B ms,r&l

5. C.kup.n E yrE6

Por l0O 000

la.illr.s k r.hatan (ou8l.!n!as)
RSO.19.02
.t2 07

K!Ei!ny...rgorrm unut
Fngrda.n ieilil!3 pot.$n 6

Kd6. dltn &it 6rr,'Eetu!
rvJm bdl!,t.ntet{jun..Er,.Et urnhiDehS.ttul. i. .ctumd.LnRl,lMD/REb.
K&6. d6rddlsh ldrt rs hc|. tlhrD.hr.t,
K&.n d,fdr d.r!-. lltr5 Frtt6w. yos llIruFla @Io
&rb6 . d&, d.rsE Xqi. rt{t
Kdm t diEt d.nso P.6ltlt E !ro, Flul/u^[ y-V tEr.i!€,6t Fhh/ ri{rk Fdir$6 6tul MErtoL 6i}o
K.lqr h d,x d6rs Nnrtc ndr6 (?It&dll hi.crt)
lqloor i di'ld ddrS{ C, rr. @t ldF !!rsF 6tur icard.ti}.^ Fryd.b irNro,.r.u t,c ft. et r.n bd.rnryg tr !Ba!d.tr}-r dsr.
K.{oo ! d.l.t d.,Vu F}.!/unit y.ng nErlcit /r.rler d.,rp.f ,if. rilro htuFtEu rd.di

I ml0
: Prrixb R.fi16 odm 2otgat3)
: M.*lglo{q,l da.rjn h$isb.r nr.ly.n}.t
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Contoh Kertas Kerja ldentifikasi Risiko Operasional

firrltugln
Koloo r dli3i draS@ rrcmor un,

d diisi dciur,l trhlp.n L.8la!an
Koloar o diisi d€nailr urais Pcrl3ti*r yeng m€'upolaD .isiko Kolorn f difui dcog'n Kodc risiko

Nm. PERANCKATK.bupi.n xYz, Ptovinli

Truj

u

DAERAH: DiB Kcldlalu

P6iod. ys8 diniL 2019

< J<:

t rlMbd dildglqpi old!02 0l

t!rle!.t dilcnglipi oLtr.02 02

(DAKNON
rIslK)

02 0:lKlrulitu n.,rg@pult rdnini.t@i
sy.,.l paqit n, ylinr

Frr. ou9ul 6uDl.h bonil02 04

ROO.l9.02
.02.05

Ku.egry. toordini.i d.nge
m.diliri jmino klsh.ta laMy. .lti
klced5 .i.n k.lut hm b.ltm

(' T.fimbrrnyr pcl.ydoROO.l9 02
.o2,06P.rhitunae k butuhe da. tid.I t Pst

ROO t9
.o2.o1

t(

bi.y. ol.h RVBida. ldot . ctdd t

ROO.19
.02.08

I,roes crc.r ch..k d.rr .l63rt
BPJS d.n JMt.*or y.ag mombututkE

T E BE
EE

Iflttrq
,

b..iklinyr tid,.t dirduto
Ru.b S.tit (RS M YoB)
renyMp.ikd kl.im tjd*

Angado .ropcrsar ldar

C
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Koloh 8 diisi dcngsn Pernllik risiko, pihak/unit yar8 bertanSsutu jawab/ bortep€ntingan untuk menSelola risiko

rkiko (ektemryiBtemal)
Kolom j diisi d€n8an C, jiks unit k€rjs manpu untuk men8€ndalikm penyebab risiko, alau UC jika unit kerjt tidak mampu m€nten&likan penyebab risiko

drlr Hulurn Kolom I ditui denarn pihlt/unit yang menderi&r'terkara dsmpat jiks rtuiko bcnot-bemr r€rjadi
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Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

K.l.re8rn:
Kolont a diiri d€oam tromor ufia
Kolom b diisi tugsn risilo ymg tcrid.otifikasi sesusi form 3..,3,b, dan 3.c Kolom c diisi d€trgln kodc rkiko s.suai 3.d

Kolon d diLi dcnSrn skala d@p6& berdrss.f& perhitutrs.D raur-rala/modus sLrla dmpsL yatr8 dibcriktr pese(a dis&usi

Koloru e diisi deage slrla kcounakirm H,sekn pettitlngm rdt-rEta/modus 3l(sli l€mungliDa yeg dibeliktn pes€ria diskuli
Kolortr f dibi d€naan hasil pertdie etsta 3kal, dsEpok dao ll(ala k€mlm8tinatr

Nrtai P€od. : Plm.rtntrh Xrbup|tctr XYz, Provtnrl ABC
TrhuE P.-a[.hD: 2018
Trju S.rrt.glr: M.rhglrrtr[ dcnid k6.L.lr El'yllht Um..!
P.Ecrht hrr: Urulrr WrJlb Pclry.n.n lr.!.r BldxtS X.!.h.tm

No. 'Ri.lko" yrrg T..kt Edfik$i Kodc Riiiko SLlr
Drmprkr)

Sl('L
X.nur8litrrn r) Risiko

db
Risiko Strrt€*ts

I Pcocraprn Pcril.tu Hidup Bcrsih Senat €[IBS) rendrh RSP.l9.Ol.Ol.Ol 3 l
Pelaysnarl kcseh8$n belum memenuhi SPM Bidatra Kesehalatr RSP.l9.0l.0t.o2 3 l5

RSP.t9.0l.Ol.03 :1 ll KuradgnF ibu hamil beryi"i rendah ,aa8 tidal dip€rilg3 ol€h
posyandu

{ Ibu hamil m€lahirkan lidak di fasiliras lesehatrn RSP.19.0r.01.04 J u

II Rlslko Strrtcgis PIRANGKA'I DAERAE I: Din3s K!.eh.trn

RSO. t 9.01.05.01
t 3 l2I P€uaunaan lsyanan keseharsa reodsh

(P€rsalinan ridsl dilakukan pada faskes, kunjun8Er ibu hamil tidlk
reratur)

RSO.19.01.05.02 I 2 8Kualius p€layaDaD A?N ridak s6uai sPM KcsehalEr

RSO.19.01.05.03 I 4 l63 Sarana pendukulre ANC kuratra memadai
l2RSO.19.0t.05.(X .l 3{ MuIasi reosg6 kesehaun terldih

l 9KurarBnya jumlah l€nsga kes€hatad yang pmfesiontl RSO.19.02.02.05 l5

RSO.19.O2.02.06 l lKursnS[ya kualitas t€saga kesehat n yatrg Fofesional
RSO.t9.02.02.07 5 J t51 Ibu hsrnil Dclahirtan tidrk di flsilitas kes€hatan (puskc$nas)

It1 RbiLo Op.rltiDr.l Pf,RANGKAT DAERAH l: Dln.! X.schrttt
l t2ROO.19.01.O5.01I Pcnan8€pn&iswaban iidrk t€pat waktu

t 8ROO.l9.0l.05.022 PenSrd;iDistrasiar lidak tcpa! wlktu

ROO.19.01.05.03
t0l Lsporsr Rcalirasi KeusnSrr Triwular: K6ulitan m€nglmpulkar

sdministrasi syafat p€ncairaq yaitu tclc4kapaD klsir! berupa

RO().l9.0t_05.(X .1 l t24 KeSagalaE mengidcntifikasi pcrmalalahan

ROO.l9-O1.05.05
l l5Data tbu farnil mishin yaru beluflr Ecailiki jarnitr'r kcstilt!tr laimya

dari
kecarnaran dsn kclunhatr b.lum lda

J

ROO.19.O1.05.06 I .l6 Pahitunaan *ebutuhaa drtra tidst lepd
3 6

ROO.r9.01.05.077 P.oses crosr c,,€ct data denga[ BPJS dstr Jafi*eskot Fng
mefibutuhkan

ROO.19.01.O5.0t
l I l13 Aalanya prsicn yanS masih ditcrsLan biay! olch RgBidIn (

I
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Contoh Kertas Kerja Daftar Risiko PrioritaVEvaluasi Rfuiko

Fim.Emdal F;Betint h Krbuprten xYz, Provioli ABc
Trhutr PeniLi.tr : 20lt
TuJu.n StrrtaS:i!: Melirgt tLr d.rrj.t k6eh.t!n m$yrrckrt Utusrtr Pcmerint h.n:
Urur.n Wrjib Pelsysoro Drsar Bld.ng l(..ebrtrn

Skale
Riiiko

Pemilik
Risiko Penyebab DempokRbiko Prioribs Kode Risiko

c d fA b
Risiko Stmtegis

l5 Kepala
Daerah

1. Sarana
paasaaaoa bclum
mcordai
(Puskesmas
PONED tida&
tasedi4)
2. JrrDIah tcnagB
k€sehatanbelum
memadai
(Temasa laborolorium,

AKI tinggi
AXB tinSgi
Akabq
PcninSkatan kasus gizi
burukKasus HIV meningkat
Kasus TB Eeningkar Angk.
kejadian PeDyakit
TidskMenular (PTM) tinggi
Angka kejadian
Pen)€kitMenular
tinegi
Angka stuntilg tinggi

.19.01.0
t.o2

Petayanan kesehats
b€lum memenuhi SPM
Bidang Kesehatan

Kurangny6
anggaran paosEdarn
vaksin
immisssi

Bayi tidak mendapat
imuisasiyang mcmadai
dan lengkap

RSP.l9.0l.0
1.04

l5 Kepala
f)aerab

Tidak scluruh bayi
mendaparimunisasi yang
cukup

Risiko Srreteglg
PERANGKAT DAERAH I

I Alat pcndukung
ANC tidak
dikalibrasi
'- Regen dan alal
pcndukungANc
kuiang
'- TeDaga
laboratorium di
Puskesnas
kuraog

Kualitas pelsyanan ANC
tidaksesuai SPM
kesehatan

RSO.l9.Ol.O
5.O3

t6 Kcpala
Dinas

Sa.ana pcndukung ANC
kumngrnemadai

Meningkamya kematian ibu
danbsyi saat melahirkan

Kepala
Pemngk
at
Dacrah

Krrrangnya anggaran
untuk pengadaan
fasilitas puskesmas

RSO.l9.02.O
2.O7

l5Ibu hsmil melahirkan tidak di
fasilitaskeseh&ta,
(puskcamas)

Ri.iko OD.rf,liotr.l
PERANdKAT DAERAH I:
Dltres
Ke!€haarD

Kurangnya
koordinasi dengian
Dinas Sosial

Perencanaan kurang tepatl6 Kepala
Bidang

ROO.l9.Ol.0
5.05

I Data [bu hamit miskin yanS

belum mcmiliki jarninen
kesehatan lainnya dari
kecatuatan dan
keturahan belum ada

-II

II

-

-

KeterrngaD
KoloE a diisi dengdn ioElor urut

Kolom b diisi d.ng&.iriko priotitas

Kolom c diisi dctrgan kodc risiko
KoloE d diisi dco8Bn sk ls risiko
Kolom e diisi dengar pcmilik risito
KoloE fdiisi dcngan poycbab Kolom g dibi dco88n dsmpat

I

II
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Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemehen
Litrgkungan Pengendalian (RTP drn CEE)

Nsme Pemerint h Deer.h: Pemerlnhh Klbuprten
XYZ Tahun Perilailn : 20IE

No Kondili Li-ogkrng.!
Pe$gendaliao yrng
Kurrtrg M.madai

Rcnc.na Tind.k
PengcDd.li.n
LiEgkrtrgrtr

Pengcndaliao

PenrDS8lrrtg

,swrb

Trrger W.ktu
Petryeleleis! Realisusi

Pcnvclesiian

a b d f
I Peaegakatr IDtegrit s drn Nil.i Erikr

I Bany.k terjadi
p.ncopotan/mutasi pejabar
daaaah karena tersaogkut
kasus hukum

Analisis/kaji.n
ketemahan
pcngcndslian
kepatuhan hukurn

lnsp€korat Triwuhn II
2019

Triwulan II 2019

I Komitmetr Terh.dap Komp€tetr!i
l Pegaryai b.lum

ditcmpatka[ s.suai dengrn
kompeteNi dan
peisalamsni

Penyusunan p€ta
kompetensi dan
perbaika! SoP
pcncmpatan Pegawai

BKPSDM Triwulan III
20t9

Triwulan Ill 2019

Kuatifikasi dan
komp€teisi Dokter sena

t n&ga kes.hatan di RsfID
K,Bbupaten XYZ belum
demenuhi kebutuhan akan
pcmberiEn pclayarlatr
kgehatan di Era
JKN

Dinas kcsehatan Triwuhn m
2019

Triwulan III 2019

III Kepcmimpitrsn yrnt kondusif
I Pimpinan bcluin

Erenetapkan kcbiiakan
pengelolaan risiko

Penyusuoan kebijakatr
penBelolaan
Risiko

Sekda Triwulan I 2019 Triwulan Ii 2019

Rcncana stlatagis d6tl
rcnoana kcrja
pemd. belum menyajikao
informasi
mctrgcnei .isiko

Pcnilaisn risiko
re[cana stlatcgis dan

r€Ircana kerja

Sekda BPPD Triwulan I 2019 Triwulan Ii 2019

l Pclsyansn pasien BPJS
di Kabupateo XYZ bctum
optimal dan terdapat
regulasi Dinas Kesehatan
Kabupaten XYZ tid6k
berjalan sebagaimana
mestinya yaitu kcteDtuan
trr.ng.nai p.aktek Dokter

Inspektoral Triwulan I 2019 Triwulan Ii 2019

IV Penyuslnln daD Peneraprn KebijekrD yrDt Sebst tentrng Pcmbinsrn SDM
I Pemda belum

menginternalisasi budsya
sadar risiko

Sosiatisosi budaya risiko
pada setisp repat
buhnan

Sekda Setiap
bulan

Belum terdapat pemberiatr
Ieward
daD/atlu punishmeot atas
pengelolaan siko

Kajian rancangan
p€mberian reward
dan/atau punishment at.ls
pengelolaan .isiko

I}KPSDM Trii{ulan I 2019

l Evaluasi kinerja pegawai
bclum
diperrimbanAkan
dalanr parhitungan
penghasilao

Kajiad rancsngan
perhitungan hasil
kinerja terhadap
p€nghasilan

BKPSDM Triwulan I 2019 Triwulan I 2019

1 Anggaran p€ngdrbangaa
SDM bcluh
Mema&i

KeDUal(an erlsrensrpcnSguuan
Anagaran

BKPSDM TriwulsIl I 2019

5 Pemerintah Kabupaten
XYZ belum
memiliki strategi datam
pemenuhan dan
pendisr busian SDM
kesehatan di RSUD
Kabupat€n XYZ

Penyusunan staategi
pemenuhan dan
pendistribusian SDM
kesehan (Rekomendasi
BPK)

Dinas kesehatan Triwulao tr
20t9

Triwulao tI 2019

Recauitmen dokter
dan tcnaga
kesehatan

Evaluasi pemberian
layanan dan
kepatuhan regulasi

Setisp bulan

Triwulan I 2019

Tri*ulan I2019
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Keter-angrn:
Kolom a diisi dengan nomor ur.rlt
Kolom b diisi denSan kondisi lingkungan p€ngendalian yang kurang
mcmadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan
pcngcndalian Kolom c diisi dengan tsrgct waku pcnyelesaian RTP
Kolom f diisi delg,sD realis&ri waktu pcDyelcsaian RTP

6 Pemenuhan tenagB
kesehatan di RSUD
Kabupst.n XYZ bclum
memperhatiksn tingkat
kebutuhan dalaE
pembcrian

Perbaikan sistem
PeBenuhan Tenaga
kesehatan di RSUD
Kabuparen XYZ

RSUD Kabupaten
xYz

Triwulan II20l9 Triwulan II 2019

Perwujudan Peran APIP yang Efelxif

I Iosp€ktorat Dar.6h bclum
m.la&uk n audit kincrja
atas p€nyel€nggarsrn
urusan kcaahstan dalam
tinSkat
staaLgis

Pcrbaikan prosedur
pcngsw.s.n kinerjs
drn o€n)ausunan

PKPT inspckorat

lnspektorat Triwulan I 2019 Triwulan I 2019
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Contoh Penilaian atas Kegiatan Pcngendalian yang Ads dan Masih Dibutuhkan (RTP atas hasil ldentifikasi Risiko)

Nams Pemdr: Pemerioteh Kabupeten
TebuD Peoilri.n : 20lE
'l ujusn Stritegk : Meningkaltsn dereJet kcaehatrn mssysrrkat Urusan

rusan Wajlb PelsysnaIl Dassr Bideng KcaehstrtrI'emeri lllahaD : U

No Risiko Pri,orirrs
Umian Pangerdellatr
y.tr8 Sudsh Adx r) Cel.h

Pengendalislr

ReocrEo flltdik
Paugcndsllir

remil]lw
Patrrnggurg

Jawab

Tar8el Waktu
PcDyGksrlnn

a b d f h
I Risiko Slrrlcgis

I Pclayanan keschatan bclum mcmcnuhi
SPM Bidang Kes€hatan

RSP. r9.O I
o1.02

SOP Pc.tolongan
Persalinan

Prosadur pcnacndElisn
tidsk d8pat
dilaksanakan

Recruitmcn t€na8a
honorer kesehatsn

K€pala Daerah Triwulan tV 2019

2 Ibu hamil melahirkan tidsk difasilitas
kesehatsn

RSP.l9.Ol
ol.o4

Perkada tentang
analisis kebutuhan
pegawai

Kuantitas SDM nakes
ysngterletih kurang

Rekruilmen nakes Kepsla Daerah
cq. KB BKD & Ka
Badrn Diklat

Triwulen M0l9

II Risiko Strategis Dinss
Kcsehatan

I sarana pendukung Ante Natal Care (ANC)
kurang memadai

RSc).l9-Or -

05.03
SOP Kalibrasi Alar Prosedur pengendalian

belum di laksanakan
Evaluasi alas

impl.menilsi SOP
Kalibrasi Alat

Kepala Din&s Triwulan I 2Ol9

Standar Pelay3nan
Puskemas (Permenkes
Nomor

Prosedur pengendalian

bclum di laksanakan
Evalussi alas

implamanhsi standat
Pelayanan Puskemas

K€pala Dinas Triwulan U 2019

2 Ibu h6rnil melahirkan tidak di fssiliras
kesehstan (puskcsmas)

RSO.l9.02
02.06

SOP pensnganan ibu
bcrsalin yang
menycbutkan bahwo

Kualitos sDM nakcs
yangterlatih kuran8

Mengadakan pelatihan
nakes

Kepala Dinas
Kesehatan

Triwulan II 2019

Risiko Oper$lotr.l Dinr3
Kclohrt{n

I

K

Data ibu hamil miskin yang belummemiliki
jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan
dan kclufahan bclum ada

ROO.l9.Ol
05.05

Julmis Penggunaan
DAK Non Fisik
(Permcnkcs Nomor 3

T6hun 2019)

Proseiur pengendai ian
belum di laksanakan

Evaluasi atas implementrsi
(Permenles Nomo.3
'fahun 2019)

Kepala Bagian Triwulan II 20l9

tcn48r!
KoloD r dibi d.agrn noEor urut Kolom b dibi .lcng.n rililo p.iorirss KoloE c diki d!ry.n todc rtsito

Kolom e Dli$ &oau .l!!!n ridsl .f.krif:
{1) Kcbil.L$ dln Prosdu. pcngnddi.D sud.h dil.kulir, nMuD bclum nsDpu arcornsali riiilo y.ry Grid.otif*si,(2) Prcscdur Frgcnd.lian t'.luD/rid* dspa. dit.t!!D.l.D,
13) Kcbijake bclua diiluti donao'l pro6.du bsku yangjclar"
(4, K.bij.te dsn pros.du ytra .dt tid.k ksuri d.o8m pct.lurln diatsnya Kolom f diili d..Fn pcnacnddiu ymA mdib dibutuhksn Kolom g diili dcrys plbsl/unk p€nuggung

Kolom h diisi &rur! t rget w*tu Fny.lc!!i!n RTp

jawab untuk mcny€l..B8udl(u keaialo

Kode
Risil.o

a.

llt
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CONTOH R.ENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

N.mr P.ttrdi: P.rneriDtrh K.buprlcn XVz
Trhrr P.ril,.i.D 2OlE
Tulu.n Stntcgls: MeDiDSlttkrn dcrairt kcteh.t.n mlsyrrrk t
Urur., P€meri!trhrtr: Urulro w.rib Pehy.lrD D.!.r Bidrrg Keschrl.n

f,.noD. Wrldu R!.[r.tl W.kluM.dir/E rtul $rrD.
P.!gkomun {r.h,

fb
Februari

2019
Telah dilakanaksn
danditin&klanjuti.
Dokurnentasi berupanotulcn

Dinas Kesehat8n
RKPSDM

'l riwulan I 2019Sekd&/BappedaRnpatI Re€ruitmen lEnaga honorer kes€hatan

Februsri
20t9

Telah dilakanakan
danditirdsklanjuti.
Dokumcntasi tr€rupanofu lcn

'Iriwulan I 2020BKI) BKNSural usulan penambahan
nE*es dariBKD ke BKN

2 Rekruitmen nakes

Februari
2019

Telah dilakanakao
danditindaklonjuti.
Dokumentasi
berupa notulen

Srsf Dinas
kesehEtarterkait

Triwulan I 2019Din&s Keseha6nRapat/Surat Edamrrl Evaluasi atas implemenlssi SoP
AlarKalibrasi

Telsh dilakanakan
danditindaklanj uti.
Dokumcntasi tcrupanofu lcn

Triwulan I 2019 FcbruEri
2019

Kepala DinkesKepala BidangSuarnota dinas usulan
pclatihan nakcs dari
Kcpala Bidsha kcpada
Kepala Dinkes

4

Fcbruari
2019

Telah dilakansksn
danditindaklanjuti. Dokurnentasi
berupa
notulen

Staf Din&s
kesehatartterkart

Triwulan I 2019Dinas KesehatanRaparsurat Edaran5 Evaluasi atas implemenl&si
StandarPelayaosn Puskcmas

Februad
2019

Tclah dilakanakan
drnditindaklanjuti. Dokumcntssi
berups
notulen

Staf Dinas
kesehatrnte*ait

'triwulan I 2019Dinas KesehatanRapay'Surat Edaran6 Evahrasi alas implcmentasi
(PcrmenkcsNomor 3 Tahlm 2Ol9)

KctcraDaan:
Kolom a diisi dengan nomor Lmrt
Kolom b diisi dengan KeSiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi d€ngan Media/Bentuk Ssrana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom c diisi dcngan PencrimE Informasi
Kolom fdiisi dengan Rencana waktu Pelakssnsan Kolom g
diisi dengan Realis&si Waklu Pel6ksanaa

K.8i.t.o P.rSdrd.lltD y.rg Dlbutuhl(lr Pdy.dh lofonoll IGr.rrngrr

d s

Mengadakan pclatihan nakes
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CONTOH RENCANA DAN REALISASI ATAS PT]NGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemds: Pemcrintah KlbuPeten xY7,

ke!keset hsdcMeningkrlkt raJaT Sirrlegi3ul
Keschl)abU BidangaJ PelayanPemeriU

Trbun Penilsian : 2018

Rctrcsnr Waktu
Pelrltrnrrlt
PeItrrDiaulr

Pc trggutrg J.s.b
Pemantauar

EctrtuUMctode PcEarhutr
y.ng DipeduI.!

Jdb
Monitoring telah ditakssnakan,
didokumentasikan, dan
didistribusikan

Oktober. Novemt er,
Descmb€r 2019

Oktober. November.
Dcsember 20l9

Kepala Dlnas
KeselEtan Dircktut
RSTJD

Konfirmasi persiapan dan
lsporan pelaksanaan kegiatan

Rekrutmen tenaga honorer kesehalan

Monitoring telsh dil6ks8n.kan,
didokumentssikan, dan
didi stri busikan

Juni 2019Scmester IBKT)Konfirmasi/p€mant8uan
berke lanjutarl

Rekruitmen nakes2

Juni 2019 Monitoring telah dit6ksanakan,
didokumentagikar! dan
didktribusikan

Semester IKepala Dlnas
Kesehstan Di-rektui
RSUD

Konfirmasi pelaksanaan
Laporsn pelaksansan kegiatan

Evaluasi atas imPlementasi SOP Alat
Kalibrasi

Monitoring telah dilaksanakan,
didokumentasikan, dan
didistribusikan

Juni 2019Scmester IKepata Dlnas
Kesehatan DirEktur
RSUD

Konfilma5i/p€tnantluan
berkelsnjutan

Mengadakan pelatihan nakes4

Monitorina telah ditaksanakan,
didokumentasikan, dan
didistribusikan

Semcster I Juni 2Ol9Kepala Dlnas
Kcseh6tan DiEktut
R-sUD

Konfirmasi pelaksansan
Laporan pelaksanaan kegiatan

5 Evaluasi atss imPlementasi Standar

Monitoring t€lai dilaksanakart
didokumentasikan, dan
didistribusikan

Juni 2019Kepala Dlnas
Keschalan Dircktur
RSUD

Konfirmasi pelaksanaan
Laporan pelaksanaan kegiatan

6 Evaluasi atas implem.ntasi (Pcrmenkes Nomor

3 T&hun 2019)

Ketersng6n
Kolom a diisi dengan nomor uut
Kolom b diisi dcngan Kogiatan PcnS.ndali6n ysnS Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Ivrctode Pemantauan ya'lrg Dipctlukan

Kolom d diisi dongsn Pcnanggung Jawab Prmantauan
Kolom c diisi dcngan Waktu Pclsksanaan Pcmantauan
Kolom f dibi dengao Rencsna waktu Pelakssna'l

KetersngsnRcrlir.$i W.Ltu
PclrkroraoNo Kegirttn P€rlgrldrliln y.ng DibutuhkrD

PclayananPuskcmas

Semester I
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C()NTOH
T'!N(.AIA'I'AN KI'AI'IAN RTSIKo (I'IsK tVtNI] UAN PLLAXSANA N AII'

Str.t.gl.
Uru..n P.m.nnl.h.n

: P.m.dn[h X.bup.t n XYZ,
: lolt
: U.nlngkdl.n d...r!t l...h.t.n n..y.rrh.t

Rall5t n Lt!.lurtl
TTP'Rl!dlo" yrnf Tcid..MlL.l

I Rblro Sr.l.gl. P.md.
Oklob€.20191 R.crunmon i.fl ag[ harc.lrPolayanan k€lshrlln batum firrrronuhi

SPM Blr.ng K€sohatrn
RSP !90r 0102

Olloter 20l92 Itstl lcturuh b6yi rEndrf,.t hunba!, RSP 1901 010a Tid.t lqi.ldi

Masalah/Risito Baru

lt Rlrlto Str.l.gl. Oin.. K.!.h.trn
1 Ev.load aiar inprml.nlrd SOP

r.![0.5.i Aet
S.r.fi p€riuklrlg ANC kur.ng RSO 19010503

Evalua, etrs'mpldn6ni$i
Slandar P6layanan Prl3tornas

Mong6dahan p€lauh.n nares2 It , l€mil .rl.lahilan tidak di i.3lli.!
tea€hatan (p!!k6mas)

lls( ). t9 0202.('/ Tidak T(i.di

Mas3lah/Risrko B8ru

It Rlllko Opor..ionsl Dln ! K..oh.t!n
1 Tiddkn'riddi Evaluaal at.3 implcmortaai

(P..rn .!t3. tlono. 3 T.hun
20rS)

Oata IDU hamil mi.Iin y.ng bolum
mrnilih ialnhan l6lahatan lBhnF
drrl tacematen dan l6lu6hen b€lum

ROO 190r 05.02

lolom . dll, d.rt.. .mor urut
lolom b dlira d..a.n rLlto y.nt t.rl&nti6L.r

xolo.n c diii rh,Irn lod! rbiro
Io+om d diBl &6a.n Lnrlllt .l.diiy. dtlko p.d. r.nun b.rj.l.n
tobr. daBi ddr. n p.nFb.b ,.drliw. ,l.llo ...1 t ,i.dl p.d. t hun b.i.lin
rordn t diiC d.iA.. d.mp.t r.rinie. riiito pd. !.hun b.ri.l.n
loloh a diitl d.{.n tct.r.rt n t nt!.h.n
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I

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebij akan baik yang berasal
dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebij akan
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaanrisiko di
pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsepdan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,yang
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
waj ib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan
risiko di pemerintah daerah.

Iu Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah,
dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan
dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi
Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap arribut-atribut risiko

(uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sif
penyebab risiko apakah dapat dikend alTkan (con*ollabte) atau tidak
dapat dikendalikan (uncontollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko,
serta penerima dampak risiko)

Form I I
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C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai
Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan
kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada
di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk
ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau
perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritx urusan wajib/pilihan
karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah
dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar
pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian
yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerap,rn pengelolaan risiko Unit
Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta
pengkomunikasian dan monitoringnya)
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I

Laporan Tahunan Pengelolaan Risiko Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta
gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal
dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan
perenc:rn:ran sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I / II
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi
pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I / II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap
yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

I[. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang
menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan
risiko pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,
keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada
semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila
diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

II

Form 12
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V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko
Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut
dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk
penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja
pemerintah daerah.

Lampiran-lampiran
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Laporan Tahunan Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah
daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan
risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang
dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis
hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah
dirancang, telah diiilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan
dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode
pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu
pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya
yang terjadi dalampemantauan kegiatan pengendalian.

LampiranJampiran

D. Rekomendasi/Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun
teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit
kepatuhan kepada UPR.
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Laporan Tahunan Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutarna tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain
itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko
oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan
oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang
terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah.

C. Hasil Pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada
UPR Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas
hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam
melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun
pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan
pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun
teknis dari hasil pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah
kepada UPR.
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